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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembelajaran sejarah yang dilaksanakan sesungguhuagtuk
menceritakan pengalaman yang diwariskan oleh genégedahulu dan dapat
memainkan perannya untuk membekali siswa tentanpaman mengenai nilai-
nilai moral kebangsaan, cinta tanah air dan pa&na, melatih intelektual siswa
mengenai pengalaman bangsa, dan pembelajaranhségrat membentuk jatidiri
bangsa serta pembinaan dalam pembangunan bangsan (and character
bulding).

Pembelajaran sejarah yang diajarkan di tingkat laBkgSMP/SMA)
pada umumnya adalah penyampaian pengetahuan darikgpada siswa yang
didasarkan pada buku paket terutama proses pemaglalyang terjadi di
Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Sejarah yigaigrkan berupa sejarah
perjuangan bangsa Indonesia daerah lain atau ip@dgeristwa yang terjadi
seluruh tanah Jawadrisifat Jawa centris) tanpa mempertimbangkan keadaan
tempat dimana guru itu mengajar dan guru berpexbagai pusat kegiatan belajar
dan siswa sebagai peserta pasif yang selalu meadewperintah untuk
menerima materi dari guru. Dalam posisinya sebaganyampai materi
pembelajaran guru sebagai pengembang kurikulumngdkadt implementasi di
ruang kelas kurang peka terhadap perkembangan rakayssehingga materi
pembelajaran sering kali lepas dari konteks damasitnyata dalam lingkungan

sosial siswa (Somantri, 2001).



Diharapkan seorang guru sejarah yang menguasigstadi yang akan
diajarkannya dapat memiliki ketrampilan dalam menigangkan pembelajaran,
memahami sejarah sebagai ilmu dan bagian darilidisimu sosial, memiliki
kemampuan berpikir yang komprehensif dan interip, kemampuan
membaca fenomena sosial kontemporer serta inters uneningkatkan dan
mengembangkan kemampuan profesionalnya, dapat migkegk antara pokok
bahasan sejarah sesuai dengan jamannya dengan almasedalah sosial
kontemporer (Supriatna, 2007:93).

Winenburg (2008:16) menilai selama ini sejarah ydiagarkan sekolah
kurang bermakna bagi siswa. Ironis sekali, sisvegalliuntuk mempelajari asal-
usul daerah lain, namun tidak memahami asal-useratiaya sendiri. Disisi lain
juga muncul persoalan yang terkait dengan kecumigiai kelompok tertentu
yang merasa tidak diuntungkan dalam kurikulum.

Oleh karena itu, perlu sekali merubah paradigmandabembelajaran
sejarah yang dapat memberikan stimulus siswa umbgknpelajari sejarah,
diantaranya siswa dibawah untuk mampu mempararedkgarah nasional dan
dunia ke dalam linkungan kehidupannya dengan metgey inovatif dan
bervariatif, dengan memperhatikan hal-hal sebagaikint yaitu: pertama;
pengorganisasian bahan pembelajak@dua, mengintegrasikan materi sejarah,
ketiga, mengembangkan dan menggunakan konsep-konsep hsejtaa ilmu
sosial lainnya yang relevan dengan konsep disipdgjarah, keempat;

menggunakan dan menggembangkan teori-teori tertdatam sejarah, dan



kelima; menggunakan pendekatan yang menekankan pada da&aa proses
pembelajaran, misalnyaquiri dancooperative learning (Supriatna, 2007:67-70).

Dalam buku Historiografi di Indonesia yang ditulieh Agus Mulyana
dan Darmiasti bahwa pelajaran Sejarah merupakaa peddjaran yang tujuannya
memiliki kaitan dengan pembentukan watak bangsguahuyang demikian
membuat tujuan pelajaran Sejarah akan berkaitargaglerideologi politik
kenegaraan. Negara sering memandang bahwa pemaenitdtak kebangsaan
warganya merupakan kewajiban negara . Kewajibanké&onudian dilakukan
melalui pendidikan diantaranya dilakukan dalamanlajaran sejarah. Dengan
demikian, tujuan pelajaran sejarah menjadi ideslo§ada sisi lain sejarah di
sekolah adalah sejarah sebagi ilmu (2009:79).

Untuk menjadi seorang guru sejarah yang ideal dawfegional,
Sjamsuddin (1996: 68-69) dalam Dadang Supardan efaskpn bahwa harus
memiliki beberapa kemampuan yang dipersyaraktkatabdsebagai berikut:

1. Kemampuan praktis dalam mengartikulasi dan mengeg&ian
pengetahuannya secara menarik, baik secara tertalipun lisan.

2. Kecakapan membaca dan/atau berbicara dalam satuasabahasa asing
atau daerah.

3.  Menguasai satu atau lebih disiplin kedua, terutéima-ilmu sosial lain,
seperti antropologi, sosiologi, ilmu politik, ilmekonomi, atau ilmu-ilmu
kemanusiaan (humaniora), seperti filsafat, seni a&astra, bahkan kalau

mungkin relevan juga yang berhubungan dengan ilmu-alam.



4. Kelengkapan dalam penggunaan pemahamansigiit) psikologi,
kemampuan imajinasi, dan empati.

5.  Kemampuan membedakan antara profesi sejarah daedasekhobi
antikurian, yaitu pengumpulan benda-benda antik.

6. Pendidikan yang lua®road culture) selama hidup sejak dari masa kecil.

7. Dedikasi pada profesi dan integritas pribadi, Isskagai sejarawan peneliti
maupun sebagai sejarawan pendidik (2008:307).

Upaya pengembangan pendidikan mata pelajaran Bejaexrupakan
tangggung jawab seorang guru sejarah dalam prosedpgbajaran di tingkat
sekolah. Guru sejarah diharapkan mampu melaksanadagajaran pendidikan
sejarah nasional yang disesuaikan dengan lingkudigaana ia mengajar dengan
memperhatikan tujuan, materi, metode, sehinggaapeictujuan pendidikan
nasional yaitu meningkatkan rasa nasionalisme @hindéhidup berbangsa dan
bernegara.

Selanjutnya nilai-nilai kesejarahan daerah merupaRkadal dasar dalam
penguatan kehidupan berbangsa. Untuk itu kemammumn sejarah dalam
pembelajaran sejarah diharapkan dapat mentransdamadengan baik kepada
siawa. Seperti yang ditegaskan oleh Notosusant@wdiah

“Pada dewasa ini telah hadir suatu generasi yan@rm saja tidak

mengalami zaman penjajahan atau zaman pergerakamonai

melainkan juga lahir sesudah selesainya perang rkekean. Mereka
yang lahir tahun 1950 sekarang sudah berusia ..i?sdddh mencapai
kematangan penuh sebagai manusia. Satu-satu pemghudntara
mereka dengan tahun-tahun formatif bangsa kiteengah abad yang
lalu adalah sejarah. Jika sejarah tidak sampai paataka, haruslah kita

perhitungkan bahwa mereka akan memperoleh pregapgitidak benar
mengenai anteseden bagi masa kini seperti sekarabhgntuknya. Dari



ketidak mengertian itu akan tumbuh miskonsepsi, dkmn miskonsepsi
mudah timbul frustasi” (I Gde Widja, 1991: 162).

Bertolak dari pemikiran Notosusanto diatas bahwalgdajaran mata
pelajaran Sejarah di Kabupaten Fakfak dengan otmasmpendidikan (otonomi
khusus) seorang guru sejarah harus mampu secartesipral dalam
mengembangkan pengajaran Sejarah. SebagaimanaaWimdja (2009:17)
menjelaskan bahwa “kemampuan guru Sejarah untukkwuehn variasi dalam
strategi belajar mengajarnya, melatih dirinya untuklakukan peran sebagai
fasilitator, mediator, dan evaluator dalam prosesipelajaran yang berhasil
membangun suasana yang demokratis, sedangkan sistuk diharapkan terjadi
perubahan pandangan siswa terhadap pelajaran rsaj@eialui model-model
pembelajaran yang berbeda mereka mulai memainkamare yang lebih efektif,
melihat adanya hubungan antara pelajaran masadégan kehidupan mereka
sendiri, dan bahwa dengan memiliki berbagai ketremmlalam menghadapi atau
mengembangkan ketrampilan pengambilan keputusama pmaswa harus
mengembangkan kemampuan berpikir kritis merekal#ridahulu.”

Fakfak adalah salah satu pemerintahan kabupatemn a@a di Provinsi
Papua Barat dalam sistem administrasi merupakaunpkadn tertua di tanah
Papua, terdiri dari sembilan Distrik (kecamatan)hg/asedang melakukan
percepatan pembangunan disegala bidang. Bidangddedmerupakan prioritas
utama dalam melaksanakan pembangunan daerah \jakgadiakan berdasarkan
amanah Undang-Undang.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan Urdadgng

yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada makgar®apua, khususnya



Kabupaten Fakfak untuk menjalankan kewenangan nh@ngaemerintahan
sendiri (desentralisasi) secara khusus. Dengan ra@awgan khusus dari
pemerintahan pusat ini Kabupaten Fakfak mulai mésiggan percepatan
melakukan perubahan pembangunan segala bidang.

Ketertinggalan selama ini dirasakan di Kabupatekfdkadikarenakan
aspirasi pembangunan dilaksanakan berdasarkanifk&mgsentralistrik sehingga
mengakibatkan kesenjangan yang terlalu luas dal@mbangunan berbangsa
dan bernegara. Dalam pelaksanaan pembangunan yiakgkdn saat ini di
Kabupaten Fakfak, pembangunan pendidikan dengamukuhigj anggaran
pembangunan pendidikan berdasarkan amanah UndasepgOtonomi Khusus
Papua dimana sekurang-kurangnya 30% anggaran pgoren daerah
diperuntukkan pada bidang pendidikan sebagai pataepembangunan terutama
dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Percepatan pembangunan pendidikan pada saat mis hdapat
diimbangi dengan kemampuan nilai, sikap loyalihadap bangsa terutama
daerah dimana kita berada sehingga tujuan pemhangiapat tercapai. Undang-
Undang Otonomi Khusus sebagai perasaan nasionalsgheuh masyarakat
Indonesia dalam membangun Papua lebih khusus leddupFakfak untuk
membentuk manusia seutuhnya dan masyarakat sey@ruhencapai masyarakat
adil dan makmur yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa.

Seiring bergulirnya reformasi Indonesia pada tabh®®8, berawal krisis
ekonomi (moneter) dan moral akhirnya diikuti dendsaisis multi demensional

diberbagai bidang yang berdampak dengan mundurmsiden Soerharto pada



tanggal 21 Mei 1998. Ancaman dis-integrasi bagi afegKesatuan Republik

Indonesia tampaknya terkait dengan proses demsésatyang semakin terbuka
dan liberal. Ikatan primordial seperti kesukuaradamaan, antar golongan telah
dijadikan motif-motif yang mewarnai konflik kepemgian yang menimbulkan

kerusuhan dan instabilitas. Gerakan separatismg yajak rezim pemerintahan
orde baru lahir justeru semakin inten melakukavkatif.

Kongres rakyat Papua Il tanggal 29 Mei hingga 4i RO00 untuk
melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Ied@n Dikatakan rakyat
Papua memperjuangkan kemerdekaan karena selantadunp dalam trauma
eksploitasi dan penindasan. Persolan-persoalan iyemgolok adalah hak asasi
manusia dan eksploitasi kekayaan alam tanpa memparigkan asas keadilan.
Selama ini kekayaan alam diambil sementara memisafgpua sangat tidak
berimbang (minim) tanpa mempertimbangkan kesejaaterakyat Papua.

Pada dasarnya status hukum Papua sebagai wilaygard&esatuan
Republik Indonesia telah final. Perubahan resim grertahan Indonesia dari
Presiden Soeharto kepada Presiden Baharuddin Hetibie menandai awal
masa peralihan dari negara otoriter ke negara dersiokSementara sebagian
besar elit kota Jakarta berbicara reformasi (dddatang politik, ekonomi, sosial,
hukum, dan keamanan), sedangkan bagian terbesarPeafjua berbicara
kemerdekaan Papua. Berbeda dengan taktik gerilypelmberontakan bersenjata
yang dijalankan Organisasi Papua Merdeka, tokobkaktelektual, agama, dan
adat Papua mendorong dialog damai dengan pemeripiadat dalam

memperjuangkan kemerdekaan Papua. Pemerintah Hafribndorong dialog



sebagai bagian dari pendekatan yang digunakan peaten baru yang
demokratis itu, tetapi menolak ide kemerdekaan Rapemerintahan Presiden
Abdulrahman Wahid juga mengizinkan pengungkapatirsen-sentimen Papua
secara relatif. Ketika situasi Papua memburuk, lo@myak politisi Jakarta dan
militer mulai mengecam pendekatan terbuka yanglatikan Abdulrahman
Wahid, @ Abdulrahman Wahid mengusulkan status otondtmusus bagi
masyarakat Papua sebagai alternatif bagi kemeadeka

Presiden Megawati Soekarnoputri melaksanakan statusomi khusus
untuk provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang No2io Tahun 2001.
Otonomi Khusus Papua menjadi alternatif jawabampsalahan yang terjadi di
tanah Papua untuk mengejar ketertinggalan yamgakan dalam pembangunan
disegala bidang. Dengan Undang-Undang Otonomi kKhugapua diharapkan
dapat membangung masyarakat dalam meningkatkah haap masyarakat
untuk mencapi kesejahteraan yang dicita-citakan.

Undang-undang Otonomi Khusus ini merupakan keweamandusus
yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Bapua Barat untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat RapuBapua Barat menurut
Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-dmsdk dnasyarakat Papua (Pasal
layat b). Pemberlakuan kebijakan khusus dimaksddsdrkan pada nilai-nilai
dasar mencakup perlindungan dan penghargaan terietila dan moral, hak-hak
dasar penduduk asli, hak asasi manusia (HAM), sugse hukum, demokrasi,
pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, daajikemn sebagai warga negara

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonedladitsus, 2001:3).



Untuk menghubungkan dengan tujuan yang akan dickpam Undang-
Undang Otonomi Khusus hanya dapat dilakukan saéibheya melalui dunia
pendidikan. Pendidikan dapat melahirkan hasil yaxegniliki jiwa nasionalisme
yang kuat dan utuh mengenai konsep kebangsaaretdabut sangatrgen bagi
masa depan bangsa dan negara sebab apabila siskwan@émiliki hal tersebut,
dipastikan krisis dis-integrasi dan krisis multicdemional yang hingga Kkini
berkecamuk serta meruntuhkan sendi-sendi kehidbpamangsa dan bernegara
akan terus berulang dimasa yang akan datang.

Pendidikan selain merupakan sebagai wadah untukumbgn ilmu
pengetahuan, pendidikan juga merupakan tempat mdoggdan menyiapkan
generasi bangsa dan calon pemimpin bangsa. Sqpmartdapat Rusli Karim
(1991:31), pendidikan sesungguhnya bertugas mekgmagenerasi muda untuk
memegang peranan tertentu dalam masyarakat diratesagd

Untuk dapat menumbuhkan nasionalisme siswa dalamb@eajaran
sejarah salah satunya adalah mogdebblem based learning (pembelajaran
berbasis masalahProblem based learning adalah suatu model pembelajaran
yang menuntut siswa untuk berpikir kritis, memeeahknasalah, belajar secara
mandiri, dan menuntut ketrampilan berpartisipasamatim. Proses pemecahan
masalah dilakukan secara kolaboratif dan disesoaidangan kehidupan.
Sementara itu, Bout & Feletti (1991) dalam Rusn20110:246) mendefinisikan
pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu pésiekeaarah penataan
pembelajaran yang melibatkan para peserta didikkumenghadapi permasalahan

melalui praktik nyata sensual dengan kehidupanrstha.
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Margetson (1994) dalam Rusman (2010:246) mengenankdlahwa
kurikulum pembelajaran berbasis masalah membanttukumeningkatkan
perkembangan ketrampilan belajar sepanjang halandazola pikir yang terbuka,
reflektif, kritis, dan belajar aktif. Kurikulum pdmlajaran berbasis masalah
menfasilitasi keberhasilan memecahkan masalah, Rikasi, kerja kelompok
dan ketrampilan interpersonal dengan lebih bailamliling dengan pendekatan
yang lain.

Dengan pembelajaran berbasis masalah diharapkan aga
1. Para siswa dapat belajar, mengingat, menerapkanmesanjutkan proses

belajar secara mandiri. Prinsip-prinsip “membela@gal’ seperti seperti ini
tidak bisa dilayani melalui ‘pembelajaran’ tradisid yang banyak
menekankan pada kemampuan menghapal apalagi pg¢andelsejarah
yang diperhadapkan pada angka-angka tahun dan garawan yang
membuat pelajaran sejarah menjadi gersang atawgkiampa bermakna.

2. Para siswa diperlakuakan sebagai insan yang dewRsdakuan ini
memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengendakgknampuan
dan mengimplementasikan pengetahuan atau pengalgaran dimiliki
untuk memecahkan masalah.

Pembelajaran berbasis masalah merupakan pengghedzagai macam
kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan kordsanterhadap tantangan
dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segalaatsesang baru dan
kompleksitas yang ada (Tan, 2000). Sebagaimanayikaim masyarakat dunia

ingin melakukan penyatuan sendi-sendi kehidupaanddlerbagai bidang tanpa
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batasan kenegaraan. Namun, yang dialami bangsadsi@oadalah kebanggaan

kedaerahan yang berlibihan sehingga menuntut ne@aeenerintah) untuk

melakukan langkah-langkah proatif dalam membangesadtaran nasionalisme

kembali sehingga tidak terjadi dis-integrasi bangsa

Model pembelajaran berbasis masalah merupakan saEah model

pembelajaran sebagai penghubung didalam pembelajagjarah untuk

menumbuhkan nasionalisme siswa. Karakteristik péagdgyan berbasis masalah

adalah sebagai berikut:

1.

2.

Permasalahan menjasdarting point dalam belajar;

Permasalahan yang diangkat adalah permasalahanagandi dunia nyata
yang tidak terstruktur;

Permasalahan membutuhkan perspektif gamdétile perspective);
Permasalahan, menantang pengetahuan yang dinéikistswa, sikap, dan
kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikeebbukuhan belajar
dan bidang baru dalam belajar;

Belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama;

Pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, peagguya, dan
evaluasi sumber informasi merupakan proses yangqisiede dalam
pembelajaran berbasis masalah;

Belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooptra

Pengembangan ketrampilan inkuiri dan pemecahan latasaama
pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan urgakari solusi dari

sebuah permasalahan;
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9. Keterbukaan proses dalam proses belajar mengajiputiesintesis dan
integrasi dari sebuah proses belajar; dan

10. Proses Belajar Mengajar melibatkan evaluasirdsiew pengalaman siswa
dalam proses belajar (Rusman, 2010:248).

Dimana kata “pembelajaran” itu sendiri merupakarjeteahan dari
“instruction”, yang banyak dipakai dalam pendidikan di Amer&erikat. Istilah
ini banyak dipengaruhi oleh aliran psikologi koffigiolistik, yang menempatkan
siswa sebagai sumber dari kegiatan. Selain itilahsini juga dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi yang diasumsikan dapat memgkah siswa
mempelajari segala sesuatu lewat berbagai macanmezperti bahan-bahan
cetak, program televisi, gambar, audio, dan lalagainya, sehingga semua itu
mendorong terjadinya perubahan peranan guru dalengeiola proses belajar
mengajar, dari guru sebagai sumber belajar megjadi sebagai fasilitator dalam
belajar mengajar.

Hal ini seperti yang diungkapkan Gagne dalam San{a906:100) yang
menyatakan bahwalristruction is a set of event that effect learnersin such a way
that learning is faciltated.” Oleh karena itu menurut Gagne, mengajar atau
teaching merupakan bagian dari pembelajaramst(uction), dimana peran guru
lebih ditekankan kepada bagaimana merancang atagar@semen berbagai
sumber dari fasilitas yang tersedia untuk digunaktau dimanfaatkan siswa
dalam mempelajari sesuatu.

Mengajar adalah suatu aktivitas yang dapat membisata belajar.

Keterkaitan antara mengajar dan belajardi istilahRawey sebagai “menjual dan
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membeli” (Teaching is to Learning as Sdlling is to Buying).” Artinya, seseorang
tidak mungkin akan menjual manakala tidak ada orgagg membeli, yang
berarti tak akan ada perbuatan mengajar manakddk tnembuat seseorang
belajar. Dengan demikian, dalam istilah mengajgajterkandung proses belajar
siswa. Inilah makna pembelajaran.

Untuk itu pembangunan pendidikan dapat terlaksgmabita segala
proses pembelajaran dan unsur-unsur utama padalpeggaraan pendidikan
yaitu guru, siswa, kurikulum pendidikan, alat pexratan alat pelajaran, berbagai
fasilitas fisik prasarana dan sarana pendidikata gggraturan perundangan yang
menjadi pedoman. Salah satu unsur penting adalab, guru mempunyai
peranan yang sangat penting dalam penyelenggaesaiidikan. Guru yang baik
adalah guru yang mampu menguasai bahan pelajdrategs belajar mengajar,
dan dapat mendorong siswa untuk meraih prestasi.

Guru harus mampu menghadapi tantangan perubahamtaner
perubahan-perubahan terhadap kurikulum seperti ki Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang sekarang digunakan sebagpikan oleh para
pengembang ditingkat satuan pendidikan yang bertase pada pencapaian
kompetensi. Standar Kompetensi dan Kompetensi Basey disusun oleh Badan
Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (BSNP), ydingrunkan dari Standar
Kompetensi Lulusan (SKL), harus dijadikan salah usaujukan dalam
pengembangan kurikulum disetiap satuan pendidi@kglah satu presepsi KTSP
adalah pengembangan berbasis Kurikulum Berbasisol@ek(KBS). KBS

mengalami makna bahwa pemberdayaan daerah dan alkekdalam
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merencanakan, melaksanakan dan mengelola sertdampnbses dan hasil
pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuadiggkan serta daerah dimana
sekolah itu berada.

KTSP lahir dari semangat otonomi daerah (daerahsud)y dimana
urusan pendidikan tidak semuanya tanggung jawahtpakan tetapi sebagaian
menjadi tanggung jawab daerah, oleh sebab ituadildari pola atau model
pengembangan KTSP merupakan sala satu model kwmkulang bersifat
desentralistik.

Upaya pemerintah berdasarkan Undang-Undang NomdraB2n 2004
tentang otonomisasi adalah untuk melakukan dedisasa dan otonomisasi
penyelenggaraan pendidikan. Implikasi kebijakarseleut adalah menguatnya
peran aktif dan berpartisipasi pemerintah Daeralm daasyarakat dalam
pengelolaan pendidikan. Menurut Tilaar (2005), desdéisasi pendidikan
merupakan suatu keharusan untuk:

1. pembangunan masyarakat demokrasi;
2. pengembangan sosial kapital; dan
3. peningkatan daya saing bangsa.

Keharusan pemberlakuan desentralisasi pendidikan lamda
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diharapk@ampu sesuai dengan
tuntutan, perubahan, dan perkembangan zaman. S@laagaSam T M. Chan dan
Tuti T. Sam (2005) bahwa aktualisasi pendidikan iomed yang baru
mengisyaratkan adanya tanggungjawab pendidikark tlenya dipikul oleh

pemerintah, tetapi juga menjadi tanggungjawab nrakgh Sedangkan Dede
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Rosyada mengemukakan bahwa dua paradigma baru geladidikan saat ini
adalah adanya otonomisasi dan demokrasitisasi [mmgaraan pendidikan.
Otonomisasi mendorong kepala sekolah dan guru rikér@hggungjawab yang
lebih besar terhadap kualitas hasil pembelajaraméfintah berperan dalam hal
ini adalah memfasilitasi berbagai aktivitas perkhdi baik sarana prasarana,
ketenagaan, maupun program pembelajaran yang thtehcanakan sekolah,
sedangkan demokratisasi adalah memperbesar penapadtisipasi masyarakat
dalam penguatan pendidikan.

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yadg saat ini
menempati posisi sebagai sekolah umum berdasarkaland-Undang Sistem
Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dimana asadir sebagai sub-sistem
pendidikan nasional. Oleh karena itu, meskipun rassth berada dibawah
Kementerian Agama, namun karena merupakan submsiggadidikan nasional
dan sekaligus bagian integral dalam sistem peralidilasional, maka sebenarnya
masuk dalam pendidikan dengan manajemen pememfaiaiah baik pemerintah
Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Karena posisiet®rs pemerintah daerah
seharusnya memberikan perlakuan yang sama tanpdilkeddami pemberdayaan
baik dalam memberikan fasilitas, sarana prasaraendgnaan, maupun
pengembangan ketenagaan dengan tidak membedalkaa aekolah umum di
bawah Kementerian Pendidikan Nasional maupun malrdan antara sekolah
negeri maupun swasta.

Indonesia merupakan suatu kesatuan sosial yangitdedi berbagai

suku yang mendiami wilayah Negara Kesatuan Reépubidonesia dan
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berbahasa nasional bahasa Indonesia. Melalatoahingmgn tidak kurang dari
520 suku bangsa Indonesia dengan berbagai kebudspaaasing-masing. Jati
diri bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang teésipakati bersama seperti
cita-cita masa depan yang sama berdasarkan peragala®jarah. Dalam
pembinaan jati diri bangsa Indonesia harus dibénast menerus tanpa henti dan
dapat dilaksanakan melaui jalur formal dan nonniiadr Melalui jalur formal jati
diri bangsa Indonesia dikembangkan melalui pendidiilaar, 2007: 32).
Nasionalisme akan tampak didalam kenyataan apahitgat biasa
sebagai penyandang identitas membayangkan direndirs sebagai anggota dari
suatu komunitas yang abstrak. Inilah yang dimaksigk Benedict Anderson,
Imagined Community (1993) yaitu merasa suatu bagian dari komunitagyya
digambarkan berupa keanggotaan seseorang terhaol@pnitas bangsanya.
Bangsa yang menggambarkan adanya suadgined communities menemukan
kembali sejarahnya yang mengikat berbagai sukudaadglalam satu kesatuan.
Inilah yang akan menimbulkan loyalitas nasionalbe®mimana Ernest Renan
mengatakan bahwa manusia bukanlah budak dari tagabangsanya juga oleh
agama atau oleh faktor-faktor geografis sepertigaumatau pengunungan.
Komunitas manusia yang besar yang sehat dalam yakalan hangat didalam
hatinya membentuk kesadaran moral yaitu membeniakusbangsa. Sepanjang
kesadaran tersebut menyatakan diri didalam kekuatdok berkorban yaitu
pengabdian sesorang individu untuk kepentingan umsepanjang itulah

legitimasi akan hak hidupnya suatu bangsa (Ti2@0y7: 30).
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B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini hanya dititik beratkan pada kemanmpgiaru sejarah dalam
pembelajaran sejarah pada Era Otonomi Khusus Paptik menumbuhkan
nasionalisme siswa, dengan juditembelajaran Sejarah Dengan Model

Problem Based Learning Pada Era Otonomi Khusus Dalam Menumbuhkan

Nasionalisme Siswa Di Kelas XI IPS 1 Madrasah Algh Negeri Kabupaten

Fakfak Provinsi Papua Barat” (Penelitian Tindakan kelas di Kelas XI IPS 1

Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak ProvingilRaBarat

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini datala

1. Proses pembelajaran Sejarah sebelum diterapkan | npoodaem based
learning pada era otonomi khusus untuk menumbuhkan nasor@kiswa
kelas XI IPS Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten HakPaiovinsi Papua
Barat.

2. Perencanaan pembelajaran Sejarah dengan muoat#ém based earning
dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas ¥ 1P Madrasah
Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

3. Pelaksanaan pembelajaran Sejarah dengan npodalem based |earning
dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas 8 1P Madrasah
Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat

4. Penilaian pembelajaran Sejarah yang dilakukan atermgodelproblem
based learning dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas%l 1

Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak ProvingilRaBarat.
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5. Perubahan yang ditunjukan siswa Kelas XI IPS 1 lsisain Aliyah Negeri
Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat setelah rketgbembelajaran

Sejarah dengan modaioblem based learning.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari identifikasi masalah diatas maka radsapenelitian
dirumuskan sebagai berikut “apakah pembelajaraar&egdengan modeloblem
based learning pada era otonomi khusus untuk menumbuhkan nasorakiswa

Kelas Xl IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupatenf&&aR’

Dari fokus penelitian tersebut dapat dirumuskanebstae pertanyaan
penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembelajaran Sejarah sebelurapki#er modeproblem
based learning pada era otonomi khusus untuk menumbuhkan nasorel
siswa kelas Xl IPS Madrasah Aliyah Neger Fakfak?

2. Bagaimana perencanaan pembelajaran Sejarah deangdel problem
based learning dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kela%l 1
Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak ProvingilRaBarat?

3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran Sejarah derogbeiproblem based
learning dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas PS L
Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak ProvingilRaBarat?

4. Bagaimana penilaian pembelajaran Sejarah yangutiéak dengan model
problem based learning dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas

XI'IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfaévirsi Papua Barat?
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5. Bagaimana perubahan yang ditunjukan siswa KeladP®l 1 Madrasah
Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Baetelah mengikuti

pembelajaran Sejarah dengan mqateblem based learning?

D. Penjelasan Konsep

Dalam penelitian ini, terdapat dua konsep utam&niyenenumbuhkan
nasionalisme siswa pada era otonomi khusus dan @ejalan Sejarah dengan
model problem based learning. Penjelasan konsep utama akan dijelaskan sebagai
berikut :
1.  Menumbuhkan nasionalisme siswa pada era otononsushu

Menumbuhkan  nasionalisme adalah  harapan untuk uselal
mempertahankan terbentuknya suatu bangsa yangi téadi berbagai macam
ragam budaya, ras, suku, agama, sosial, ekonontitikpalan sebagainya.
Persamaan nasib, keinginan dan cita-cita mempé&esatkelompok masyarakat
untuk menjadi satu bangsa dalam membentuk negamag yliyakini dapat
melindungi, menampung dan mewujudkan tujuan ci@zangsa.
2. Pembelajaran sejarah dengan mquieblem based |earning

Problem based learning (pembelajaran berbasis masalah) adalah suatu
model pembelajaran yang menggunakan masalah sebtigaiolak (starting
point) pembelajaran. Masalah tersebut adalah masalaly y@menuhi konteks
dunia nyata baik yang ada didalam buku teks mawasnsumber lain seperti
peristiwa yang terjadi didalam lingkungan sekifzristiwa dalam keluarga atau

kemasyarakatan untuk belajar tentang berfikir kritan ketrampilan pemecahan
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masalah serta untuk memperoleh pengetahuan daregkgreg esensial dari

materi pelajaran.

E. Tujuan penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengapgefektivitas
pembelajaran Sejarah dengan mamteblem based learning untuk menumbuhkan
nasionalisme siswa pada era otonomi khusus di REIdBS 1 Madrasah Aliyah

Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pembelajaran Sejarah sebelunraphn model
problem based learning pada era otonomi khusus untuk menumbuhkan
nasionalisme siswa kelas Xl IPS 1 Madrasah Aliyadgéti Kabupaten
Fakfak Provinsi Papua Barat.

2. Mengetahui perencanaan pembelajaran Sejarah demgaiel problem
based |learning dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kela%l 1
Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak ProvingilRaBarat.

3. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran Sejarah dengatel problem
based learning dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas%l 1
Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak ProvingilRaBarat.

4. Mengetahui penilaian pembelajaran Sejarah yangukEn dengan model
problem based learning dalam menumbuhkan nasionalisme siswa di kelas

XI'IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Fakfadirsi Papua Barat.
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5. Mengetahui perubahan yang ditunjukan siswa KeladP8 1 Madrasah
Aliyah Negeri Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Baetelah mengikuti

pembelajaran Sejarah dengan mquteblem based learning.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan mantasak secara
keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (prakt&gcara teoritik, penelitian ini
akan menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan ggebhgngan pembelajaran

Sejarah dengan modgioblem based learning implikasinya untuk menumbuhkan

nasionalisme siswa pada era otonomi khusus Papagaevarga masyarakat dan

warga negara.
Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat menkid@rmanfaat praktis
bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan sebaglib

1. Para akademisi, khususnya guru Sejarah, diharagdet mengaplikasikan
problem based learning sebagai salah satu alternatif untuk menumbuhkan
nasionalisme siswa.

2. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan meni@ari pengalaman baru
dalam mempelajari Sejarah dengan maateblem based learning untuk
menumbuhkan nasionalisme siswa.

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapamberikan konstribusi
posistif dalam perbaikan pembelajaran Sejarah dengadel problem

based learning di sekolah yang bersangkutan.
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G. Paradigma Penelitian

Penelitian pada pembelajaran Sejarah dengan meakmunmodel
problem based learning untuk menumbuhkan nasionalisme siswa ini mememnluka
suatu kerangka pemikiran atau paradigma yang akamuntun penulis dalam
melaksanakan penelitian yang digambarkan pada galrbadibawah ini sebagai

berikut berikut:

Kegiatan Aktifitas Guru: Aktifitas Siswa:
pembelajaran - Konvension - Pasif
sejarah al - Mendengar
sebelumnya: - Teacher - Mencatat
centered - Tidak
- Konvensional - Terpaku termotivasi
- Terpaku buku pada buku
paket paket.
- Teacher
centered |
Tujuan yang di Aktifitas Model
capai pembelajar pembelajaran
Menumbuhkan terjadi: yang di
nasionalisme: - Student gunakan:
_ Patriotisme cente.re -« ProbI?m Based
] - Kreatif Learning
- Cinta bangsa - Aktif (Pembelajaran
- Toleransi - kritis Berbasis
- Gotong royong Masalah)
- Kekeluargaan

Gambar 1.1. Paradigma Penelitian.



